1.1.

BABV
PENUTUP

Keimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian tentang Keadilan Gender Dalam

Pengabulan Izin Poligami di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tahun 2023-
2024 dapat disimpulkan bahwa:

1.2.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami

Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2023-2024, adalah
Pertimbangan adil yang bersifat proposional. Dengan adil yang bersifat
proposional ini, menurut hakim suami akan melihat kebutuhan
istrinya. Dalam hal ini hakim memperoleh keyakinan suami akan
berlaku adil adalah dengan persangkaan hakim yang didahului dengan

pembuktian di depan persidangan.

. Sejauh mana sensitivitas Hakim terhadap gender dalam perkara izin

poligami di pengadilan agama se-sumatera barat tahun 2023-2024,
yang mana penetapan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama
Sumatera Barat telah memenuhi unsur sensitivitas gender, hal ini
dibuktikan dengan terpenuhinya indikator kesetaraan gender. Dalam
hal pembuktian, hakim lebih berfokus kepada surat pernyataan siap
berlaku adil, surat pernyataan memberi izin untuk suami melakukan
poligami, serta surat keterangan mampu memenuhi kebutuhan istri-
istri dan anak-anaknya.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim dalam memutuskan izin poligami lebih melihat dampak

baik dan buruknya apabila izin poligami dikabulkan, dan kehatian-
hatian hakim untuk tidak begitu saja mempercayai pengakuan izin yang

diberikan istri di depan persidangan.
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2. Perlunya adajaminan terhadap perkara poligami buat istri pertama jika
kalau suami melanggarnya ada tindakan hukum yang lebih lanjut oleh

pengadilan agar perlindungan perempuan lebih terjaga.
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